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Sengkarut  Penerimaan Siswa SMA/SMK di DKI Jakarta
Oleh: Adzkar Ahsinin

Proses penerimaan  peserta didik baru atau penerimaan  siswa  SMA/SMK di DKI Jakarta mengalami pengunduran  dari jadwal semula 1-3 Juli, diundur  sampai tanggal 5 Juli, namun  kembali diulang pada tanggal 6-8 Juli 2010. Pengunduran ini menurut Dinas Pendidikan Nasional Karen terjadi kerusakan server yang mendukung sistem pendaftaran on line. Pengunduran ini  membuat resah para siswa karena kemungkinan mereka dapat tersingkir dari sekolah yang  menjadi pilihannya.  Kekacauan seperti semestinya dapat diantisipasi dengan sistem pendaftaran manual sebagai alternatif, namun Dinas Pendidikan Nasional DKI Jakarta belum mengeluarkan  kebijakan  penggantian sistem on line menjadi sistem manual (Kompas, 6 Juli 2010).
Situasi merupakan indikasi dari tidak terpenuhinya salah satu indikator penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak atas pendidikan. Konvensi Hak Anak  Pasal 28 ayat (1) mengatur bahwa:
Negara mengakui hak anak atas pendidikan, untuk  tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama negara harus membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat.
Penggunaan sarana yang tepat menjadi titik tekan kewajiban negara untuk merealisasikan hak atas pendidikan.  Hal ini dipertegas oleh Pasal 2  ayat (1) Kovenan Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya. Dalam pasal ini terdapat 3 (tiga) frasa yang  sangat penting untuk memahami  kewajiban negara untuk  mewujudkan secara penuh hak-hak yang diakui dalam Kovenan, termasuk hak untuk pendidikan:
 

a. Mengambil langkah-langkah dengan segala cara yang tepat

Selain langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, ekonomi, sosial langkah-langkah pendidikan juga harus diambil. Negara juga diwajibkan untuk mengembangkan kebijakan dan menetapkan prioritas yang konsisten dengan Kovenan. Mereka juga diharuskan untuk mengevaluasi kemajuan langkah-langkah tersebut dan untuk memberikan solusi hukum atau pemulihan yang efektif untuk pelanggaran. 
b. Mempergunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal 

Kewajiban Negara   untuk menunjukkan bahwa  secara keseluruhan, tindakan yang diambil cukup untuk mewujudkan hak pendidikan bagi setiap individu dalam waktu sesingkat mungkin dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara maksimal. 
c. Mencapai realisasi hak secara progresif

Kewajiban untuk mencapai realisasi hak secara progresif  harus dibaca  dengan mengkaitkan ketentual Pasal  13 dari Kovenan. Kewajiban realisasi progresif, apalagi, ada terlepas dari peningkatan sumber daya. Di atas segalanya, itu membutuhkan penggunaan sumber daya secara efektif yang tersedia. 

Kemudian kewajiban tambahan  yang harus dipenuhi oleh negara  untuk dapat melaksanakan hak atas pendidikan adalah:
 

a. Kewajiban untuk menghormati hak atas pendidikan.

Kewajiban ini menyiratkan bahwa negara harus menghindari tindakan yang menghambat atau mencegah menikmati hak atas  pendidikan. 

b. Kewajiban untuk melindungi hak untuk pendidikan. 
Kewajiban ini menyiratkan bahwa negara  harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah pihak ketiga mencampuri penikmatan   hak atas  pendidikan.
c.  Kewajiban untuk memenuhi (memfasilitasi) hak untuk pendidikan. 
Ini berarti bahwa Negara harus mengambil langkah-langkah positif yang memungkinkan dan membantu individu dan masyarakat untuk menikmati hak atas pendidikan. 

d. Kewajiban untuk memenuhi (menyediakan) hak atas pendidikan. 
Negara wajib memberikan perhatian dan tindakan khusus  ketika seorang individu atau kelompok tidak mampu  karena alasan-alasan di luar kendali mereka.
Terkait dengan indikator  hak atas pendidikan Komite Hak Ekonomi, Hak  Sosial, dan Hak Budaya mengeluarkan Komentar Umum No. 13. Berdasarkan komentar tersebut ditentukan bahwa negara telah menjamin penikmatan hak atas pendidikan apabila indikator aksesibilitas dan indikator adaptabilitas terpenuhi.  Menurut Komite hak pendidikan memenuhi indikator aksesibilitas apabila institusi pendidikan dan program yang tersedia harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi.  
Konvensi melawan Diskriminasi dalam Pendidikan (Convention against Discrimination in Education) yang disetujui oleh UNESCO pada 1960 mendefinisikan diskriminasi dalam pendidikan sebagai berikut:

Istilah 'diskriminasi' termasuk perbedaan apapun, pengecualian, pembatasan atau preferensi yang, yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, asal nasional atau sosial, kondisi ekonomi atau kelahiran, memiliki tujuan yang meniadakan atau merusak perlakuan atau pengaruh kesetaraan dalam pendidikan dan khususnya:
a. merampas hak setiap orang atau kelompok orang dari akses ke pendidikan jenis apapun atau di tingkat manapun;

b. membatasi hak seseorang atau sekelompok orang untuk pendidikan dengan standar rendah;
c. mendirikan atau mempertahankan sistem pendidikan yang terpisah atau institusi untuk orang atau kelompok orang, atau
d. menimbulkan pada orang atau kelompok orang suatu kondisi yang tidak sesuai dengan martabat manusia.
Kemudian Pasal 3 Konvensi menyatakan bahwa untuk menghilangkan dan mencegah diskriminasi dalam pengertian ini negara mengambil tindakan untuk membatalkan semua ketentuan hukum dan setiap instruksi administratif dan menghentikan setiap praktek-praktek administrasi yang  diskriminatif.   

Di samping itu menurut Komentar Umum No. 13, pendidikan juga harus   harus dapat diadaptasi  sehingga fleksibel  dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan komunitas. Lebih jauh, pendidikan juga harus  fleksibel dengan  kebutuhan siswa dengan  beragam latar belakang  sosial dan budaya siswa. Kewajiban tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 13 Kovenan yang mengatur   upaya negara untuk merealisasikan pemenuhan  pendidikan lanjutan yang  tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak.
Berdasarkan  hal tersebut di atas maka sengkarut penerimaan siswa SMA/SMK di DKI Jakarta  merupakan pelanggaran hak anak atas pendidikan karena Dinas Pendidikan Nasional DKI Jakarta gagal memfasilitasi dan menyediakan sistem pendaftaran yang  dapat menjamin terpenuhi  hak anak untuk memilih sekolah berdasarkan pilihannya.  Kerusakan teknologi seharusnya bukan menjadi alasan pengunduran jadwal penerimaan siswa baru apabila disertai dengan sistem pendaftaran secara manual.   Apalagi belum semua siswa memiliki akses  dan terbiasa mempergunakan internet  karena keterbatasan yang dimiliki oleh mereka.  Keterbatasan siswa terhadap teknologi informasi, diungkapkan oleh Dharmaningtyas  yang  mengatakan  bahwa   masyarakat Indonesia yang melek Internet hanya 25% dan 80% rumah tangga belum memiliki akses Internet (Koran Tempo, 4 Juli 2010). Melihat data ini maka penerapan  sistem on line merupakan kebijakan yang diskriminatif karena berpotensi menghambat sekelompok siswa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi informasi karena keterbatasan secara ekonomi, sosial, maupun kultural, 
Kasus sengkarut penerimaan siswa SMA/SMK karena kerusakan teknologi informatika seharusnya diantisipasi dengan langkah-langkah lain untuk mengantisipasi gangguan tersebut.  Pendaftaran siswa baru secara manual  dapat  dipergunakan  sebagai salah satu cara penerimaan siswa baru untuk  mendampingi sistem on line. Oleh karena itu, mengingat perbedaan aksesibilitas terhadap teknologi informasi maka   pendaftaran dengan sistem on line  belum saatnya diterapkan karena berpotensi  menutup kesempatan siswa untuk memilih sekolah yang diinginkannya.   
Kasus tersebut juga menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu prinsip dasar KHA dan UU No. 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan Anak  belum terintegrasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan.  Dengan kata lain para pengambil kebijakan menegasikan kepentingan terbaik bagi anak dalam menetapkan cara  penerimaan siswa baru.  Kepentingan terbaik bagi anak seharusnya mempertimbangkan aksesibilitas setiap anak baik sebagai individu maupun sebagai kelompok terhadap teknologi informasi.  Perbedaan aksesibilitas para siwa    seharusnya  diakomodasi dengan cara menambah alternatif cara  penerimaan siswa baru,  tidak hanya menyediakan pendaftaran dengan cara on line, namun juga membuka cara pendaftaran dengan cara manual.  Di samping itu,  penggunaan sistem manual juga merupakan langkah  alternatif untuk mengantisipasi kerusakan sistem pendaftaran siswa baru secara on line sehingga tidak merugikan kepentingan seluruh siswa. 
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